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PENGERTIAN PROFESI, PROFESIONAL,
PROFESIONALITAS, PROFESIONALISME

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam usaha meningkatkan
kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya
manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus.
Pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikan pra-
jabatan maupun program dalam jabatan. Guru adalah salah satu contoh dari
sekian jenis profesi, Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan
dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Seseorang yang
memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walaupun begitu, istilah
profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran,
sebagai lawan kata dari amatir. Menjadi profesional dalam suatu profesi
adalah tuntutan yang akhirnya mampu meningkatkan kualitas keprofesian
yang kita miliki.

Setelah mempelajari tentang bab ini diharapkan mahasiswa dapat
mengetahui tentang:

1. Pengertian profesi, profesional, profesionalitas, dan profesionalisme;
2. Bagaimanakah Guru Profesional itu;

3. Untuk mengetahuilebih jauh tentang profesi;

4. Untuk mengetahui bagaimana profesional yang sebenarnya;

5

. Untuk mengetahui prinsip-prinsip dan bagaimana cara-cara
meningkatkan profesionalitas guru dalam meningkatkan pendidikan
yang berkualitas;

6. Mengetahui lebih jauh tentang konsep dasar profesionalisme

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar yang dengan sengaja dirancangkan
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam usaha meningkatkan
kualitas sumber daya pendidikan, guru merupakan komponen sumber daya
manusia yang harus dibina dan dikembangkan terus-menerus.
Pembentukan profesi guru dilaksanakan melalui program pendidikan pra-
jabatan maupun program dalam jabatan. Guru adalah salah satu contoh dari
sekian jenis profesi, Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan
dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Seseorang yang
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memiliki suatu profesi tertentu, disebut profesional. Walaupun begitu, istilah
profesional juga digunakan untuk suatu aktivitas yang menerima bayaran,
sebagai lawan kata dari amatir. Menjadi profesional dalam suatu profesi
adalah tuntutan yang akhirnya mampu meningkatkan kualitas keprofesian
yang kita miliki.

PEMBAHASAN
A. Pengertian Profesi

Profesi itu suatu pekerjaan atau jabatan yang memerlukan suatu
persiapan melalui pendidikan dan pelatihan khusus. Biasanya sebutan
“profesi” selalu di kaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang di pegang
oleh seseorang, tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut
profesi karna profesi menuntut keahlian seseorang. Sumber: Wikipedia.com.
Dalam arti yang luas profesi menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja untuk
memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu.
Sedangkan dalam arti sempit profesi berarti kegiatan yang dijalankan
berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut daripadanya
pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik.

Istilah Profesi sudah cukup dikenal oleh semua pihak, dan
senantiasa melekat pada “guru” karena tugas guru sesungguhnya
merupakan suatu jabatan profesional. Pemahaman yang lebih tepat, berikut,
biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan
yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau
jabatan dapat disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para
pemangkunya profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang
menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Profesi adalah suatu
pekerjaan yang dalam melaksanakan tugasnya memerlukan/menuntut
keahlian (expertise), menggunakan teknik-teknik ilmiah, serta dedikasi yang
tinggi. Keahlian diperoleh dari lembaga pendidikan yang khusus
diperuntukkan  untuk itu  dengan  kurikulum yang dapat
dipertanggungjawabkan. Jadi suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok,
yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik. Guru merupakan
pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur
pendidikan formal. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau
jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang,
akan tetapi memerlukan suatu persiapan melelui pendidikan dan pelatihan
yang dikembangkan khusus untuk itu.
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Ciri-ciri profesi

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada
profesi, yaitu: pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
Adapun secara khusus sifat yang selalu melekat pada profesi adalah:

1. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya
setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pendidikan, pelatihan,
dan pengalaman yang bertahun-tahun;

2. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan
ini dimiliki berkat pada kode etik profesi;

3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana
profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan
masyarakat;

4, Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan
selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai
kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan
sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu
ada izin khusus;

5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

Memahami ciri-ciri mum profesi tersebut, dapat disimpulkan bahwa
kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku
yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan
yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola
perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya
semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar
profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas
masyarakat yang semakin baik.

Syarat-syarat Profesi Guru

Guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang
pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara serta
kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia yang berjiwa pancasila dan
setia pada Undang-Undang Dasar 1945, turut bertanggung jawab atas
terwujudnya cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Untuk  jabatan guru, menurut National ~ Education
Association (NEA) tahun 1948, maka profesi guru memerlukan
persyaratan/kriteria khusus yaitu:

1. Jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Jabatan guru memenuhi
kriteria ini, karena mengajar melibatkan upaya yang sifatnya sangat
didominasi kegiatan intelektual. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan
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anggota profesi adalah dasar bagi persiapan dari semua kegiatan
profesional lainnya.

. Jabatan yang menggeluti suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Anggota
suatu profesi menguasai bidang ilmu yang membangun keahlian mereka
dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan, amatiran yang tidak
terdidik, dan kelompok tertentu yang ingin mencari keuntungan.
Namun, belum ada kesepakatan tentang bidang ilmu khusus yang
melatari pendidikan atau keguruan (Ornstein dan Levine, dalam
Soetjipto dan Kosasi, 2004:19).

. Jabatan yang memerlukan persiapan profesional yang lama dibandingkan
dengan pekerjiaan yang memerlukan latihan umum belaka. Terdapat
perselisihan pendapat mengenai hal yang membedakan jabatan
profesional dan non-profesional yaitu dalam penyelesaian pendidikan
melalui kurikulum. Pertama, yakni pendidikan melalui perguruan tinggi
disediakan untuk jabatan profesional, sedangkan yang kedua yakni
pendidikan melalui pengalaman praktek bagi jabatan non-profesional
(Ornstein dan Levine, 2004:21)

. Jabatan yang  memerlukan latihan  dalam  jabatan  yang
berkesinambungan. Jabatan guru cenderung menunjukkan bukti yang
kuat sebagai jabatan profesional, sebab hampir tiap tahun guru
melakukan kegiatan latihan profesional, baik yang mendapatkan
penghargaan kredit maupun tidak. Justru disaat sekarang ini bermacam-
macam pendidikan profesional tambahan diikuti guru dalam
menyetarakan dirinya dengan kualifikasi yang ditetapkan.

. Jabatan yang menjanjikan karier hidup dan keanggotaan yang permanen.
Di luar negeri barangkali syarat jabatan guru sebagai karier permanen
merupakan titik yang paling lemah dalam menuntut bahwa mengajar
adalah jabatan profesional. Banyak guru baru yang hanya bertahan
selama satu atau dua tahun saja pada profesi mengajar, setelah itu
mereka pindah kerja kebidang lain yang lebih menjanjikan bayaran yang
lebih tinggi.

. Jabatan yang memerlukan baku (standarnya) sendiri. Karena jabatan guru
menyangkut hajat orang banyak, maka baku untuk jabatan guru ini
sering tidak diciptakan oleh anggota profesi sendiri. Baku jabatan guru
masih sangat banyak diatur oleh pihak pemerintah, atau pihak lain yang
menggunakan tenaga guru tersebut seperti yayasan pendidikan swasta.

. Jabatanyang lebih mementingkan layanan diatas keuntungan pribadi.
Jabatan mengajar adalah jabatan yang mempunyai nilai sosial yang
tinggi. Guru yang baik akan sangat berperan dalam mempengaruhi
kehidupan yang lebih baik dari warga Negara masa depan. Jabatan guru
telah terkenal secara universal sebagai suatu jabatan yang anggotanya
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8.

termotivasi oleh keinginan untuk membantu orang lain, bukan
disebabkan oleh keuntungan ekonomi ataupun keuangan.

Jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin
erat. Semua profesi yang dikenal mempunyai organisasi profesional yang
kuat untuk dapat mewadahi tujuan bersama dan melindungi
anggotanya. Dalam beberapa hal, jabatan guru telah memenuhi kriteria
ini dan dalam hal lain belum dapat dicapai. Di Indonesia telah ada
Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGRI) yang merupakan wadah
seluruh guru mulai dari guru taman kanak-kanak sampai guru sekolah
lanjutan tingkat atas, dan ada pula Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia
(ISP1) yang mewadahi seluruh sarjana pendidikan.

Kriteria Pekerjaan Menjadi Sebuah Profesi

Dalam rangka memahami lebih lanjut tentang profesi perlu diketahui

adanya sepuluh macam kriteria yang diungkapkan oleh Horton
Bakkington dan Robers Patterson dalam studi tentang jabatan profesi
mengungkap sepuluh kriteria profesi, yaitu:

1.

Profesi harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggunakan
prinsip keilmuan yang dapat diterima masyarakat.

Profesi harus menuntut suatu latihan profesional yang memadai dan
membudaya.

Profesi menuntut suatu lembaga yang sistematis dan terspesialisasi.

Profesi harus memberikan keterangan tentang ketrampilan yang
dibutuhkan di mana masyarakat umum tidak memilikinya.

Profesi harus sudah mengembangkan hasil dari pengalaman yang
sudah teruiji.

Profesi harus merupakan tipe pekerjaan yang bermanfaat.

Profesi harus sudah memerlukan pelatihan kebijaksanaan dan
penampilan tugas.

Profesi harus mempunyai kesadaran ikatan kelompok sebagai kekuatan
yang mampu mendorong dan membina anggotanya.

Profesi harus dijadikan batu loncatan mencari pekerjaan lain.

Profesi harus mengakui kewajibannya dalam masyarakat dengan
meminta anggotanya memenuhi kode etik yang diterima dan
dibangunnya.

Dari kriteria-kriteria yang ditetapkan tersebut dapat disimpulkan

bahwa suatu pekerjaan dapat dikatakan pekerjaan profesi apabila
memenuhi ciri-ciri sebagai berikut:
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1. Memenuhi spesialisasi dengan latar belakang teori yang luas
(pengetahuan dan keahlian).

2. Merupakan karir yang dibina secara organisatoris (keterkaitan dalam
organisasi profesi, memiliki kode etik dan pengabdian masyarakat).

3. Diakui masyarakat sebagai suatu pekerjaan yang mempunyai status
profesional (memperoleh dukungan masyarakat, perlindungan hukum
dan mempunyai persyaratan kerja dan jaminan hidup yang layak).

Sesuai dengan pengertian profesi dan ciri-ciri yang diungkapkan
tersebut, maka pekerjaan guru adalah tugas keprofesian, mengingat hal-hal
sebagai berikut:

1. Diperlukan persyaratan akademis dan adanya kode etik.

2. Semakin dituntut adanya kualifikasi agar tahu tentang permasalahan
perkembangan anak. (Shaleh, 2005:278-280).

Abudin Nata mengemukakan pendapatnya terkait suatu pekerjaan
dikatakan profesi apabila memenubhi tiga kriteria sebagai berikut:

1. Mengandung unsur pengabdian.

Setiap profesi dikembangkan untuk memberikan pelayanan tertentu
kepada masyarakat. Setiap orang yang mengaku menjadi pengembang
dari suatu profesi tertentu harus benar-benar yakin bahwa dirinya
memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat tersebut.

2. Mengandung unsur idealisme

Setiap profesi bukanlah sekedar mata pencari atau bidang pekerjaan
yang mendatangkan materi saja melainkan dalam profesi itu tercakup
pengertian pengabdian pada sesuatu yang luhur dan idealis, seperti
mengabdi untuk tegaknya keadilan, kebenaran meringankan beban
penderitaan sesama manusia.

3. Mengandung unsur pengembangan

Setiap bidang profesi mempunyai kewajiban untuk menyempurnakan
prosedur kerja yang mendasari pengabdiannya secara terus-menerus.
Secara teknis profesi tidak boleh berhenti atau mandek. Kalau
kemandekan teknik ini terjadi profesi itu dianggap sedang mengalami
proses kelayuan atau sudah mati. Dengan demikian, profesipun manjadi
punah dari kehidupan masyarakat (Nata, 2001:139).

Adapun dalam Sardiman Wolmer dan Mills mengatakan bahwa suatu
pekerjaan itu dikatakan sebagai profesi apabila memenuhi kriteria sebagai
berikut:
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1. Memiliki spesialisasi dengan latar belakang yang luas.
2. Merupakan karir yang dibina secara organisatoris.

3. Diakui masyarakat sebagai pekerjaan yang mempunyai status
profesional. (Sardiman, 2007:164).

Sedangkan Rahman Natawijaya mengemukakan beberapa kriteria
sebagai ciri suatu profesi sebagai berikut:

1. Ada standar kerja yang baku dan jelas.

2. Ada lembaga pendidikan khusus yang menghasilkan pelakunya dengan
program pendidikan yang baik.

3. Ada organisasi yang memadai pelakunya untuk mempertahankan dan
memperjuangkan eksistensi dan kesejahteraannya.

4. Ada etika dan kode etik yang mengatur prilaku para pelakunya dalam
memperlakukan kliennya.

5. Ada sistem imbalan terhadap jasa layanannya yang adil dan baku .

6. Ada pengakuan masyarakat (profesional penguasa dan awam) terhadap
pekerjaan itu sebagai suatu profesi

Kode Etik Profesi Keguruan

Setiap profesi, seperti telah di bicarakan dalam berbagai terdahulu,
harus mempunyai kode etik profesi. Dengan demikian jabatan dokter umum
notaris, guru dan lain-lain yang merupakan bidang pekerjaan profesi
mempunyi kode etik. Pengertian kode etik menurut undang undang nomor
8 tahun 1974 tentang pokok kepegawaian menyatakan bahwa pegawai
negeri sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap tingkah laku dan
perbuatan di dalam dan di luar kedinasan.

B. Pengertian Profesional

“Profesional” adalah orang yang menyandang suatu jabatan atau
pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang tinggi.
Hal ini juga pengaruh terhadap penampilan atau performance seseorang
dalam melakukan pekerjaan profesinya. Seorang profesional adalah
seseorang yang menawarkan jasa atau layanan sesuai dengan protokol atau
peraturan dalam bidang yang dijalaninya dan menerima gaji sebagai upah
atas jasanya. Orang tersebut juga merupakan anggota suatu entitas atau
organisasi yang didirikan sesuai dengan hukum di sebuah negara atau
wilayah. Meskipun begitu seringkali seseorang yang merupakan ahli dalam
suatu bidang juga disebut profesional dalam bidangnya meskipun bukan
merupakan anggota dari suatu entitas yang didirikan dengan sah. Sebagai
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contoh, dalam dunia olahraga terdapat olahragawan profesional yang
merupakan kebalikan dari olahragawan amatir yang bukan berpartisipasi
dalam  sebuah  turnamen/kompetisi demi uang. Mewujudkan
untuk seseorang profesional, adalah orang yang mempunyai profesi atau
pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan
suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang
hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat
dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain
melakukan hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau
untuk mengisi waktu luang dalam melakukan pekerjaan di profesinya.
Sumber: (Horn dkk., 1973.The advanced Learner’s Dictionary of Current
English, Great Britain: Oxford University hal. 733). Selain daripada itu
karyawan profesional adalah seorang karyawan yang digaji dan
melaksanakan tugas sesuai petunjuk pelaksanaan tugas dan petunjuk
pelayanan teknis yang dibebankan kepadanya. Karena profesional terkait
dengan pendapatan, tidak hanya terkait dengan keahlian. Seseorang
dinyatakan profesional apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: Experties
(ketrampilan khusus), Responsibility (punya rasa tanggungjawab), dan
Corporateness (kesejawatan, yaitu orang dengan profesi sama biasanya
berkumpul dalam organisasi profesi, yang memiliki kode etik yang
disepakati dan dipatuhi bersama).

Penyandangan dan penampilan “professional” ini telah mendapat
pengakuan, baik segara formal maupun informal. Pengakuan secara formal
diberikan oleh suatu badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan
untuk itu, yaitu pemerintah dan atau organisasi profesi. Sedang secara
informal pengakuan itu diberikan oleh masyarakat luas dan para pengguna
jasa suatu profesi. Sebagai contoh misalnya sebutan “guru professional”
adalah guru yang telah mendapat pengakuan secara formal berdasarkan
ketentuan yang berlaku, baik dalam kaitan dengan jabatan ataupun latar
belakang pendidikan formalnya.

Karakteristik Guru profesional adalah sebagai berikut:
1. Memahami siswa dan bagaimana mereka belajar

2. Menguasai mata pelajaran dan menguasai mata pelajaran dan
menguasai bagaimana cara mengajarkan

3. Bertanggung jawab mengolah kelas dan memonitor perkembangan
belajar siswa

4. Berfikir secara sistematis bagaimana tugas mengajar dijalankan dan
memiliki gambaran bagaimana pelaksanaan tugasnya.

5. Guru adalah warga masyarakat pembelajar.
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Pengakuan ini dinyatakan dalam bentuk surat keputusan, ijazah,
akta, sertifikat, dsb baik yang menyangkut kualifikasi maupun kompetensi.
Sebutan “guru professional” juga dapat mengacu kepada pengakuan
terhadap kompetensi penampilan unjuk kerja seorang guru dalam
melaksanakan tugas-tugasnya sebagai guru. Dengan demikian, sebutan
“profesional” didasarkan pada pengakuan formal terhadap kualifikasi dan
kompetensi penampilan unjuk kerja suatu jabatan atau pekerjaan tertentu.

C. Pengertian Profesionalitas

Profesionalitas adalah suatu sebutan terhadap kualitas sikap para
anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan
keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya.
Dengan demikian, sebutan profesionalitas lebih menggambarkan suatu
“keadaan” derajat keprofesian seseorang dilihat dari sikap, pengetahuan,
dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya sebagai guru
dengan kemampuan maksimal.

Cara meningkatkan profesionalitas guru

Guru yang profesional adalah guru yang menguasai karakteristik
bahan ajar dan karakteristik pesreta didik. Karakteristik bahan ajar meliputi
konsep, prinsip, teori yang terdapat dalam bahan ajar. Karakteristik peserta
didik  meliputi  potensi, sikap, minat, akhlak mulia, dan
personality/kepribadian peserta didik. Penguasaan karakteristik bahan ajar
dan peserta didik diperlukan untuk menentukan metode dan strategi
pembelajaran. Selain itu karakteristik guru sebagai pendidik harus dapat
menyesuaian dengan bahan ajar dan peserta didik. Guru harus memahami
bagaimana peserta didik belajar dan mampu meningkatkan minat pada
mata pelajaran dan meningkatkan motivasi belajar. Peserta didik juga
belajar akhlak mulia melalui pengamatan terhadap prilaku guru ketika
melaksanakan proses pembelajaran di kelas dan ketika di luar kelas di
sekolah.

Dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas guru harus
mendorong peserta didik untuk bertanya. Menurut John Dewey (2001),
kemampuan individu untuk bertanya berdasar pengalaman merupakan hal
yang penting dalam pendidikan. Pengalaman dapat membentuk pemikiran
atau pengetahuan seseorang. Peserta didik yang tidak pernah bertanya
tidak akan bertambah pengetahuannya. Apalagi apabila peserta didik tidak
tahu apa yang akan ditanyakan dan tidak tahu apa yang tidak diketahuinya.
Untuk itu guru yang profesional harus mendorong peserta didik untuk
bertanya.
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Prinsip Profesionalitas

Menurut UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen (Bab lll pasal 7)

prinsip profesionalitas guru dan dosen dinyatakan sebagai berikut:

1. Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang
dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

a.
b.

memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;

memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,
ketakwaan, dan akhlak mulia;

memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai
dengan bidang tugas;

. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;

memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi
kerja;

. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;

. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan

keprofesionalan; dan

memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur
hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

2. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen
diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara
demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan
menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural,
kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

D. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme merupakan suatu tingkah laku, suatu tujuan atau

suatu rangkaian kwalitas yang menandai atau melukiskan coraknya suatu
“profesi”. Profesionalisme mengandung pula pengertian menjalankan suatu
profesi untuk keuntungan/sumber penghidupan. Disamping istilah
profesionalisme, ada istilah yaitu profesi. Profesi sering kita artikan dengan
“pekerjaan” atau “job” kita sehari-hari. Tetapi dalam kata profession yang
berasal dari perbendaharaan Angglo Saxon tidak hanya terkandung
pengertian “pekerjaan” saja. Profesi mengharuskan tidak hanya
pengetahuan dan keahlian khusus melalui persiapan dan latihan, tetapi
dalam arti “profession” terpaku juga suatu “panggilan”.

Dengan begitu, maka arti “profession” mengandung dua unsur.

Pertama unsure keahlian dan kedua unsur panggilan. Sehingga seorang
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“profesional” harus memadukan dalam diri pribadinya kecakapan teknik
yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya, dan juga kematangan
etik. Penguasaan teknik saja tidak membuat seseorang menjadi
“profesional”. Kedua-duanya harus menyatu.

Ciri-Ciri/Karakteristik Profesionalisme

Berikut ini dikemukakan beberapa ciri-ciri/karakteristik dari
profesionalisme:

1. Profesionalisme menghendaki sifat mengejar kesempurnaan hasil
(perfect result), sehingga kita di tuntut untuk selalu mencari peningkatan
mutu.

2. Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang
hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan.

3. Profesionalisme menuntut ketekunan dan ketabahan, yaitu sifat tidak
mudah puas atau putus asa sampai hasil tercapai.

4, Profesionalisme memerlukan integritas tinggi yang tidak tergoyahkan
oleh “keadaan terpaksa” atau godaan iman seperti harta dan kenikmatan
hidup.

5. Profesionalisme memerlukan adanya kebulatan fikiran dan perbuatan,
sehingga terjaga efektivitas kerja yang tinggi.

Ciri-ciri/karakteristik tersebut menunjukkan bahwa tidaklah mudah
menjadi seorang pelaksana profesi yang profesional, harus ada kriteria-
kriteria tertentu yang mendasarinya. Lebih jelas lagi bahwa seorang yang
dikatakan profesional adalah mereka yang sangat kompeten atau memiliki
kompetensikompetensi tertentu yang mendasari kinerjanya.

Kode Etik Profesi

Kode yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata,
tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu,
misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan
suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan-peraturan
yang sistematis dan strategis untuk mengatur orang-orang didalamnya.

Kode etik yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok
tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di
tempat kerja. Menurut UU No. 8 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Kode
etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam
melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi
sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk
mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat
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melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh
oleh seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah SUMPAH
HIPOKRATES yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi
dokter.

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban
dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu,
yaitu profesi. Tetapi setelah kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti.
Kode etik tidak menggantikan pemikiran etis, tapi sebaliknya selalu
didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi dengan
semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh
profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas
yaitu instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan
dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu
sendiri. Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang
kali dapat juga membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik
itu sendiri harus dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat
berfungsi dengan baik, kode etik itu sendiri harus menjadi hasil self
regulation (pengaturan diri) dari profesi.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam
atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya
hakiki. Hal ini tidak akan pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik
yang berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri
yang bis mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan
untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun dan konsekuen.
Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan baik
adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus. Pada umumnya kode
etik akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode
etik. Kode etik mengandung sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.
Sanksi pelanggaran kode edtik dapat berupa: Sanksi moral dan Sanksi yang
dikeluarkan dari organisasi.

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik
profesi merupakan lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah
dibahas dan dirumuskan dalam etika profesi. Kode etik ini lebih
memperjelas, mempertegas dan merinci norma-norma ke bentuk yang lebih
sempurna walaupun sebenarnya norma-norma tersebut sudah tersirat
dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah sistem norma
atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang apa
yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan
apa yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional,
yang bertujuan untuk:
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Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.

Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
Untuk meningkatkan mutu profesi.

Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

© N oA W =

Menentukan baku standarnya sendiri.
Kode etik berfungsi sebagai:

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip
profesionalitas yang digariskan.

2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang
bersangkutan.

3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang
hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah
dibutuhkan dalam berbagai bidang.

Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan
bervariasi. Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan
yang bersifat nasional, misalnya lkatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik
Ikatan Penasehat HUKUM Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode
Etik Advokasi Indonesia dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi
kemasyarakatan yang telah memiliki kode etik. Suatu gejala agak baru
adalah bahwa sekarang ini perusahaan-perusahan swasta cenderung
membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu mereka ingin memamerkan
mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan karena itu
pada prinsipnya patut dinilai positif.

Pada kesempatan lain Profesionalisme dinyatakan sebagai mutu,
kualitas dan tindak tanduk yang merupakan cirri suatu profesi atau orang
yang professional (Diknas , 2001: 897). Dan guru adalah orang yang
pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar (Diknas, 2001:
377). Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Artinya
sebuah terminologi yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah
dikerjakan oleh seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau
profesinya. Menurut Supriadi, penggunaan istilah profesionalisme
menunjuk pada derajat penampilan seseorang sebagai profesional atau
penampilan suatu pekerjaan sebagai suatu profesi, ada yang
profesionalismenya tinggi, sedang dan rendah. Profesionalisme juga
mengacu kepada sikap dan komitmen anggota profesi untuk bekerja
berdasarkan standar yang tinggi dan kode etik profesinya.
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Konsep profsionalisme, seperti dalam penelitian yang dikembangkan
oleh Hall, kata tersebut banyak digunakan peneliti untuk melihat bagaimana
para profesional memandang profesinya, yang tercermin dari sikap dan
perilaku mereka. Konsep profesionalisme dalam penelitian Sumardi
dijelaskan bahwa ia memiliki lima muatan atau prinsip, yaitu: Pertama,
afiliasi komunitas (community affilition) yaitu menggunakan ikatan profesi
sebagai acuan, termasuk di dalamnya organisasi formal atau kelompok-
kelompok kolega informal sumber ide utama pekerjaan. Melalui ikatan
profesi ini para profesional membangun kesadaran profesi. Kedua,
kebutuhan untuk mandiri (autonomy demand) merupakan suatu pendangan
bahwa seseorang yang profesional harus mampu membuat keputusan
sendiri tanpa tekanan dari pihak lain (pemerintah, klien, mereka yang bukan
anggota profesi). Setiap adanya campur tangan (intervensi) yang datang
dari luar, dianggap sebagai hambatan terhadap kemandirian secara
profesional. Banyak yang menginginkan pekerjaan yang memberikan hak-
hak istimewa untuk membuat keputusan dan bekerja tanpa diawasi secara
ketat. Rasa kemandirian dapat berasal dari kebebasan melakukan apa yang
terbaik menurut yang bersangkutan dalam situasi khusus. Ketiga, keyakinan
terhadap peraturan sendiri/profesi (belief self regulation) dimaksud bahwa
yang paling berwenang dalam menilai pekerjaan profesional adalah rekan
sesama profesi, bukan “orang luar” yang tidak mempunyai kompetensi
dalam bidang ilmu dan pekerjaan mereka. Keempat, dedikasi pada profesi
(dedication) dicerminkan dari dedikasi profesional dengan menggunakan
pengetahuan dan kecakapan yang dimiliki. Keteguhan tetap untuk
melaksanakan pekerjaan meskipun imbalan ekstrinsik dipandang
berkurang. Sikap ini merupakan ekspresi dari pencurahan diri yang total
terhadap pekerjaan. Pekerjaan didefinisikan sebagai tujuan. Totalitas ini
sudah menjadi komitmen pribadi, sehingga kompensasi utama yang
diharapkan dari pekerjaan adalah kepuasan ruhani dan setelah itu baru
materi, dan yang kelima, kewajiban sosial (social obligation) merupakan
pandangan tentang pentingnya profesi serta manfaat yang diperoleh baik
oleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut.

Kelima pengertian tersebut merupakan kreteria yang digunakan
untuk mengukur derajat sikap profesional seseorang. Berdasarkan defenisi
tersebut maka profesionalisme adalah konsepsi yang mengacu pada sikap
seseorang atau bahkan bisa kelompok, yang berhasil memenuhi unsur-
unsur tersebut secara sempurna. Profesionalisme merupakan suatu tingkah
laku, suatu tujuan atau suatu rangkaian kwalitas yang menandai atau
melukiskan coraknya suatu “profesi”. Profesionalisme mengandung pula
pengertian menjalankan suatu profesi untuk keuntungan atau sebagai
sumber penghidupan.
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Dimensi Peningkatan Profesionalisme Guru:
1. Penguasaan bidang studi kurikulum

Diharapkan guru menguasai struktur dan meteri kurikulum bidang studi,
dengan mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, menguasai
dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam
pembelajaran.

2. Pemahaman karakteristik peserta didik

Pada kegiatan pembelajaran dikelas guru memainkan peran penting
terutama dalam membantu peserta didik untuk membangun sikap
positip terhadap belajar, membngkitkan rasa ingin tau, mendorong
kemandirian dan ketepatan intelektual serta menciptakan kondisi-
kondisi untuk sukses dalam belajar.

3. Penguasaan pembelajaran yang mendidik

Kinerja guru mempunyai kriteria tertentu. Dalam rangka pelaksaanan
proses pembelajaran yang efektif. Guru harus mampu mengoptimalkan
potensi peserta didik untuk mengatualisasikan kemampuanya dikelas,
dan harus mampu melakukan kegiantan pembelajaran yang telah
dilakukan.

4. Pengembangan kepribadian dan profesionalitas

Guru di harapkan mampu melakukan tugas dengan profesinya dengan
baik pengetahuan, ketrampilan dan kemampuan, yang mampu di
laksanakan dalam proses belajar mengembangkan profesionalitas guru
dapat melalui berbagai usaha dan latihan contoh nya dalam aplikasii dan
penerapan ilmu keterampilan dan kepribadian, seperti sikap teliti dan
disiplin terbentuk sebagai salah satu dari keuletan dalam suatu pekerjan.

Simpulan

Profesi, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok
untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.
Profesional, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna
waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian
yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seseorang yang hidup dengan
mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu
kegiatan tertentu yang menurut keahlian, sementara orang lain melakukan
hal yang sama sebagai sekedar hobi, untuk senang-senang, atau untuk
mengisi waktu luang. Konsep dasar profesionalisme adalah kunci dalam
suatu profesi, karena hal inilah yang mendasari seseorang untuk bisa
menjadi profesional dalam menjalankan profesi yang dimiliki. Guru adalah
salah satu dari profesi, dewasa ini memiliki profesi haruslah mampu menjadi
profesional. Karena tuntutan perkembangan dan hal ini sejalan dengan
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dinamisasi sistem pendidikan. Menjadi seorang guru harus profesional
karena nantinya guru’lah yang akan melahirkan generasi profesionalisme
melalui profesinya itu.
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ORGANISASI PENDIDIKAN

PENDAHULUAN

Secara umum organisasi adalah kerjasama sekelompok orang dalam
suatu struktur yang kompak dengan hubungan kerja yang jelas agar yang
satu akan mampu melengkapi yang lain dalam rangka mencapai tujuan
bersama. Organisasi pendidikan berarti seluruh proses dalam memilih
seseorang dalam mengelola pendidikan serta sarana dan prasarana dalam
menunjang tugas mencapai tujuan pendidikan, penetapan tugas, tanggung
jawab dan wewenangnya. Pendidikan merupakan usaha yang berproses,
dilakukan melalui runtunan aktivitas langkah demi langkah dan tahap demi
tahap, bukan usaha sekali jadi. Mendidik berarti melibatkan diri dalam
proses, dan berpendidikan berarti mengalami proses pendidikan. Atas dasar
itu, maka dalam proses pendidikan dibutuhkan usaha sistematis, terstruktur,
dan memakai pola manajemen serta organisasi dalam mengelola
pendidikan dan pembelajaran.

Pentingnya organisasi dalam sekolah dimaksudkan agar proses
pendidikan berjalan sesuai tujuan yang diharapkan. Untuk itu, seluruh
komponen pendidikan diarahkan pada partisipasi aktif guna menunjang
tujuan dimaksud. Tujuan pendidikan mengarahkan perbuatan mendidik.
Fungsi ini menunjukkan pentingnya perumusan dan pembatasan tujuan
pendidikan secara jelas. Tanpa tujuan yang jelas, proses pendidikan akan
berjalan tidak efektif dan tidak efisien, bahkan tidak menentu dan salah
dalam menggunakan metode, sehingga tidak mencapai manfaat. Tujuanlah
yang menentukan metode apa yang seharusnya digunakan untuk
mencapainya.

Setelah mempelajari tentang bab ini diharapkan mahasiswa dapat
mengetahui tentang:

1. Pengertian organisasi, organisasi pendidikan, organisasi sekolah;
Unsur-unsur organisasi pendidikan;

Bentuk-bentuk organisasi pendidikan;

Struktur organisasi pendidikan;;

Wewenang dan tanggung jawab organisasi pendidikan;
Organisasi sekolah;

N o A wN

Proses belajar mengajar dan problematikanya.
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PEMBAHASAN
A.PENGERTIAN ORGANISASI PENDIDIKAN

Organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau
susunan yakni dalam penyusunan penempatan orang-orang dalam suatu
kelompok kerja sama, dengan maksud menempatkan hubungan antara
orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab
masing-masing. Dalam suatu susunan atau struktur organisasi dapat dilihat
bidang, tugas dan fungsi masing-masing kesatuan serta hubungan vertikal
horizontal antara kesatuan-kestuan tersebut. Dalam penyelenggaraan
pendidikan lembaga pendidikan tidak dapat lepas dari organisasi negara.

Untuk organisasi ini Mulyani A Nurhadi membedakan menjadi dua
yaitu organisasi makro dan mikro. Organisasi pendidikan makro adalah
organisasi pendidikan dilihat dari segi organisasi secara luas. Dalam struktur
organisasi, organisasi pendidikan pada tingkat makro dibedakan atas:
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tingkat Pusat, Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Pendidikan Dan
Kebudayaan di Kabupaten/Kotamadya dan Kantor Pendidikan dan
Kebudayaan tingkat Kecamatan. Sedangkan organisasi pendidikan mikro
adalah organisasi pendidikan dilihat dengan titik tolak dengan unit-unit
yang ada pada suatu sekolah atau lembaga pendidikan penyelenggara
langsung proses belajar mengajar. Struktur disetiap sekolah atau lembaga
tidak seluruhnya sama. Mungkin disuatu sekolah terdapat sesuatu unit
sekolah yang disekolah lain tidak terdapat karena disebabkan kekurangan
tenaga atau sarana lain.

Organisasi pendidikan adalah sistem yang bergerak dan berperan
dalam merumuskan tujuan pendewasaan manusia sebagai mahluk sosial
agar mampu berinteraksi dengan lingkungan. Dengan begitu disana kita
bisa belajar bagaimana cara menyikapi diri kita ketika berhadapan dengan
suatu masalah sehingga kita bisa menyelesaikannya. Dengan pendewasaan
maka kita dapat menyikapi masalah kita dengan baik dan kita juga mampu
berinteraksi sebagai mana peran kita didalam suatu lingkungan.

Definisi organisasi pendidikan dari para ahli: Organization is the form
of every human association for the attainment of comon purpose (James D.
Oony) An organization as a system of cooperative activities of two or more
persons (Chester I. Barnard). Dari defini tersebut kita dapat menyimpulkan
bahwa organisasi adalah sebuah bentuk atau sistem yang terdiri dari
sekelompok manusia yang berkerjasama untuk mencapai tujuan bersama.
Oleh sebab itu sekolah dikatakan sebagai sebuah organisasi karena sekolah
didirikan untuk mencapai tujuan bersama khususnya di bidang pendidikan.
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Organisasi pendidikan pada hakekatnya mengandung unsur:
1. Penanggung Jawab

Penanggung jawab pendidikan yang sesungguhnya adalah orang
tua, ayah dan ibu. Abdullah Nasikh ‘Ulwan, sebagaimana dikutip Qomari
Anwar, berpendapat bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk
bertanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam bidang kehidupan
biologis, intelektual, psikis, sosial dan seksnya. Kesehatan dan kesadaran di
berbagai bidang tersebut adalah tanggung jawab orang tua.

Anak memiliki kebutuhan biologis yang perlu diperhatikan secara
saksama agar tetap sehat dan seimbang, misalnya makan, minum, olah raga,
istirahat, tidur, dan sebagainya. Dalam hal-hal seperti tersebut agaknya tidak
mungkin bila hanya dilakukan dengan sebatas nasehat, akan tetapi perlu
melatih, mengawasi dan mengarahkan mereka sehingga memiliki kesadaran
dan kebiasaan baik dalam hidupnya. Menumbuhkan kesadaran sehingga
anak-anak berkembang sesuai dengan kesucian fitrahnya ini memang sulit
tetapi jelas harus diupayakan oleh setiap orang tua yang merasa
bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya.

2. Pelaksana

Setidaknya terdapat dua pandangan mengenai sentral determinan
pendidikan. Sebagian ahli dan pemerhati pendidikan berpandangan bahwa
guru merupakan unsur determinan pendidikan yang paling utama.
Pandangan ini melahirkan pola pendidikan teacher centered, guru adalah
sentral proses pendidikan. Sebaliknya, sebagian berpandangan bahwa anak
didik atau siswalah yang menjadi unsur determinan pendidikan. Pandangan
ini mengimplikasikan pola pendidikan student centered, anak didik
merupakan sentral orientasi dalam proses pendidikan. Kedua pandangan
tersebut berangkat dari suatu paradigma bahwa proses pendidikan bisa
terjadi cukup dengan guru dan murid. Keduanya merupakan unsur
determinan pendidikan.

a. Guru

Guru adalah penentu masa depan. la pendidik, pembimbing dan pemimpin
sejati bagi masyarakatnya. Karena itu guru perlu memiliki sifat sebagai
berikut:

1) Guru harus memiliki kesadaran bahwa dirinya harus memikul amanah
dan tanggung jawab dalam mendidik generasi muda. la harus cermat
dalam menginteraksikan ilmu termasuk yang berkaitan dengan ubudiyah
langsung kepada Tuhan.
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2) Sebagai guru yang baik tentulah dia melakukan persiapan yang
sempurna. Karenanya wajar pula bila berbagai kebutuhan guru
“dicukupi” oleh pihak berwenang agar mereka dapat berkhidmat secara
tulus dalam bidang tugasnya.

3) Bila ternyata suatu saat penghargaan terhadap guru kurang memadai
hendaknya guru dengan niat sucinya. sejak semula dapat memahami
dan tetap mengabdi karena yang mereka cari bukanlah penghargaan
dari manusia semata apalagi hanya dalam bentuk materi/benda.

4) Seorang guru hendaknya berhati lembut, berwawasan luas, berjiwa
mulia, berakhlak terpuji dan menarik, hingga walaupun mereka tidak
menampilkan alat peraga atau alat bantu lainnya guru akan tetap
menjadi perhatian murid-muridnya.

5) Karena guru merupakan teladan dan menjadi sentra penglihatan para
muridnya, maka guru harus selalu tampil rapi agar dapat dijadikan figur
oleh para muridnya.

6) Seorang guru hendaknya jujur, satu kata satu perbuatan. Hindari sikap
munafik karena sekali melakukan kebohongan akan sulit lagi
mengembalikan kejujuran yang sebelumnya telah dibangan secara
bersusah payah.

7) Kendatipun tidak berhubungan langsung dengan para muridnya,
aplikasi nilai kebenaran hendaknya dicerminkan pula dalam rumah
tangganya. Karena dengan demikian murid akan mendapat sajian nyata
bahwa ajaran guru dapat diihat dalam kehidupan nyata masyarakat,
lebih khusus dalam keluarga terdekat guru.

8) Seorang guru harus siap memberikan kasih sayang kepada para
muridnya. Bahkan dalam rangka mempermudah, menjalankan tugas
sebagai guru maka guru perlu menunjukkan “hubungan dekatnya”
dengan para muridnya.

Dewasa ini dikembangkan corak pendidikan yang lebih berorientasi
kepada kompetensi anak didik. Tetapi kenyataan ini tidak mengurangi arti
dari peran guru dalam proses pendidikan. Pada pola pendidikan apapun
eksistensinya guru tetap penting. Guru tetap merupakan unsur dasar
pendidikan yang sangat berpengaruh terhadap proses pendidikan.

Peranan dan fungsi guru merupakan keharusan yang tak dapat
diingkari. Tidak ada pendidikan tanpa “kehadiran guru”. Guru merupakan
penentu arah dari sistimatika pembelajaran mulai dari kurikulum, sarana,
bentuk pola, sampai kepada usaha bagaimana anak didik seharusnya belajar
dengan baik dan benar dalam rangka mengakses diri akan pengetahuan
dan nilai-nilai hidup. Guru sudah semestinya memiliki karakteristik
profesional. Karakter profesional tersebut di antaranya:
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1) Komitmen terhadap profesionalitas yang melekat pada dirinya, sikap
edukatif, komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja.

2) Menguasai dan mampu mengembangkan serta menjelaskan fungsi ilmu
dalam kehidupan, mampu menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya.

3) Mendidik dan menyiapkan anak didik yang memiliki kemampuan
berkreasi, mengatur dan memelihara hasil kreasinya supaya tidak
menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat dan lingkungannya.

4) Mampu menjadikan dirinya sebagai model dan pusat anutan, teladan
dan konsultan bagi anak didik.

5) Mampu bertanggung jawab dalam membangun peradaban di masa
depan.

Arifin menegaskan bahwa guru yang profesional adalah guru yang
mampu mengejawantahkan seperangkat fungsi dan tugas keguruan dalam
lapangan pendidikan berdasarkan keahlian yang diperoleh melalui
pendidikan dan latihan khusus di bidang pekerjaan yang mampu
mengembangkan kekaryaannya itu secara ilmiah. Tidak hanya itu, guru yang
profesional adalah guru yang memiliki kecakapan dalam manajemen kelas
dalam rangka proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

b. Murid

Murid sangat penting karena merekalah sesungguhnya yang akan
menjadi “receipent” dari sebuah pendidikan. Karena itu karakter dan sifat
serta sikap mereka harus dipelajari, dicermati dan dijadikan pertimbangan
dalam memberikan suatu materi pendidikan. Mereka perlu diperkenalkan
suatu materi yang dapat mengantarkan diri mereka kepada tercapainya
insan kamil. Murid harus diberi peluang atau kesempatan untuk
mempelajari, mengkaji, mengamati serta menganalisa seluruh fenomena
yang terjadi di muka bumi ini. Bila kepada mereka telah diperkenalkan dan
dilatih oleh cara berpikir secara logis tetapi tetap dalam kerangka acuan
orang beriman niscaya mereka akan mendapatkan konsep yang islami
dalam melakukan penelitian yang jelas dan tertib, ilmiah dan logis. Bagi
orang beriman semua persoalan betapapun ilmiah dan logisnya tetap akan
dikaitkan dengan nilai dan jiwa keimanan. Di samping itu kepada murid juga
perlu diperkenalkan praktik materi-materi keagamaan dan tetap
mendapatkan keteladanan dan pengawasan dari guru. Tanpa itu
dimungkinkan mereka akan terkacaukan oleh perbedaan antara teori yang
mereka peroleh dari guru di sekolah dengan kenyataan yang dialami oleh
guru atau bahkan lingkungannya.

Murid merupakan subyek dan obyek. Oleh karenanya aktivitas
kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan murid di dalamnya.
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Pengertian yang utuh tentang konsep murid merupakan salah satu faktor
yang perlu diketahui dan dipahami oleh seluruh pihak, terutama pendidik
yang terlibat langsung dalam proses pendidikan. Murid merupakan orang
yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar yang masih perlu
dikembangkan. Murid merupakan makhluk Tuhan yang memiliki fitrah
jasmani maupun rohani yang belum mencapai taraf kematangan baik
bentuk, ukuran, maupun perimbangan pada bagian-bagian lainnya. Dari
segi rohaniah, ia memiliki bakat, memiliki kehendak, perasaan dan pikiran
yang dinamis dan perlu dikembangkan. Agar pelaksanaan proses
pendidikan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya, maka setiap murid
hendaknya senantiasa menyadari tugas dan kewajibannya. Menurut Asma
Hasan Fahmi, diantara tugas dan kewajiban yang perlu dipenuhi murid
adalah:

1) Murid hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut
ilmu. Hal ini disebabkan karena belajar adalah ibadah dan tidak sah
ibadah kecuali dengan hati yang bersih.

2) Tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan
berbagai sifat keutamaan.

3) Memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di
berbagai tempat.

4) Setiap murid wajib menghormati pendidiknya.

5) Murid hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam
belajar.

Di samping penjelasan di atas, pendidik hendaknya memiliki kesiapan
dan kesediaan untuk belajar dengan tekun, baik secara fisik maupun mental.
Dengan kesiapan dan kesediaan fisik psikis, maka aktivitas kependidikan
yang diikuti akan terlaksana secara efektif dan efisien.

B. BENTUK-BENTUK ORGANISASI PENDIDIKAN

Setiap unit kerja dipimpin oleh seorang kepala/pimpinan yang
menduduki posisi menurut tingkat unit kerjanya di dalam keseluruhan
organisasi. Posisi, tanggung jawab dan wewenang di dalam suatu kelompok
formal terikat pada struktur dan dibatasi oleh peraturan-peraturan yang
mendasari pembentukan organisasi kerja tersebut. Hubungan kerja yang
didasari wewenang dan tanggung jawab, baik secara vertikal maupun
horizontal dan diagonal akan menunjukan pola tertentu sebagai mekanisme
kerja. Dengan kata lain pembagian tugas, pelimpahan wewenang dan
tanggung jawab serta arus perwujudan tugas, akan menggambarkan tipe
atau bentuk organisasi kerja.
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Tipe-tipe organisasi antara lain:

1. Organisasi Lini (Line Organization), dalam tipe ini semua hak dan
kekuasaan berada pada pimpinan tertinggi. Personal yang lain disebut
bawahan tidak mempunyai hak dan kekuasaan sekecil apa pun karena
hanya berkedudukan sebagai pelaksana tugas dari atasan. Tidak
dibenarkan adanya inisiatif dan kreativitas, semua tugas harus
dilaksanakan sebagaimana diperintahkan. Saluran perintah dan
penyampaian tanggung jawab dalam organisasi tipe ini dilakukan
melalui prosedur dari atas ke bawah dan sebaliknya.

2. Organisasi Staf (Staff Organization), dalam tipe ini semua hak, kekuasaan
dan tanggung jawab dibagi habis pada unit kerja yang ada secara
bertingkat. Setiap unit memperoleh sebagian hak dalam menentukan
kebijakan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijaksanaan umum
dari pimpinan tertinggi. Wewenang dan tanggung jawab dilimpahkan
secara luas, sehingga pimpinan berkedudukan sebagai koordinator.
Tanggung jawab disampaikan secara bertingkat sesuai dengan hak dan
kekuasaan yang dilimpahkan.

3. Bentuk Gabungan (Line and Staff Organization) Tipe ini sebagai
gabungan dari kedua tipe di atas, menempatkan pimpinan tertinggi
sebagai pemegang hak dan kekuasaan tertinggi dan terakhir. Tidak
semua hak, kekuasaan dan tanggung jawab dibagi habis pada unit kerja
yang ada, tugas yang bersifat prinsipil tetap berada pada
atasan/pimpinan tetinggi. Pimpinan unit kerja sebagai staf memperoleh
wewenang dalam bidang kerja masing-masing sepanjang tidak
berhubungan dengan tugas yang menjadi wewenang atau kekuasaan
pimpinan tertinggi.

4. Organisasi Fungsional (Fungsional Organization) Dalam tipe ini
pembagian hak dan kekuasaan dilakukan berdasar fungsi yang diemban
oleh unit kerja dan terbatas pada tugas-tugas yang memerlukan keahlian
khusus. Sehingga personal yang diangkat dan menerima wewenang
untuk menjalankan kekuasaan diserahkan pada orang yang mempunyai
keahlian dalam bidang kerja masing-masing. Wewenang yang
dilimpahkan dibatasi mengenai bidang teknis yang memerlukan
keahlian tertentu secara khusus.

C. STUKTUR ORGANISASI PENDIDIKAN

Pengertian struktur organisasi pendidikan adalah struktur yang
mendasari keputusan para Pembina atau Pendiri sekolah untuk mengawali
suatu proses perencanaan sekolah yang strategis. Organisasi pendidikan
juga dapat dikatakan sebagai seperangkat hukum yang mengatur formasi
dan administrasi atau tata laksana organisasi-organisasi pendidikan di
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Indonesia.  Struktur  Organisasi merupakan segi formal dalam
pengorganisasian karena merupakan kerangka yang terdiri dari satuan-
satuan kerja dan fungsi-fungsi yang memiliki wewenang dan tanggung
jawab yang bersifat hirarkhi/bertingkat. Dalam struktur organisasi
dimungkinkan dibentuk hubungan informal, yang diwujudkan dalam
bentuk hubungan kerja yang mungkin dikembangkan karena hubungan
pribadi antarpersonal yang memikul beban kerja dengan wewenang dan
tanggung jawab masing-masing. Pengelompokkan satuan kerja harus
memperhitungkan Beban Tugas dan Sifat pekerjaan dan spesialisasi yang
diperlukan untuk melaksakannya, agar antara satu dengan yang lain
terdapat keseimbangan dalam memberikan sumbangan untuk mencapai
tujuan. Pengelompokan satuan kerja berdasarkan beban kerja sejenis, tidak
berarti pengkotakan atau pembagian kerja terkotak-kotak sehingga bagian
satu terlepas dari bagian yang lain.

Bentuk pembagian kerja dalam sebuah sistem: Sub Sistem yang
bersifat struktural, Mengandung pembagian satuan kerja atas dasar hirarki
jabatan/kepangkatan dari yang terendah sampai tertinggi; Sub Sistem
yang bersifat Fungsional, Pembagian satuan kerja atas dasar fungsi yang
diemban dalam satu kelompok kerjasama manusia; Sub Sistem yang
bersifat Sektoral, Pembagian satuan kerja berdasarkan struktur organisasi
yang terdapat dalam satu unit organisasi.

Bagan Struktur Organisasi, Bagan yang menggambarkan saluran
wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dalam suatu unit
organisasi yang menunjukkan komunikasi formal dalam melaksanakan
beban tugas untuk mencapai tujuan. Tiga Bentuk Organisasi, Line
Organization, Garis komando dari atas ke bawah dalam hubungan kerja
yang bersifat otoritatif; Staff Organization, Garis kebijaksanaan menyebar
secara horisontal dalam hubungan kerja yang demokratis; Line and Staff
Organization, Garis komando yang bersifat instruktif dan garis kebijaksanaan
yang bersifat demokratis.

Organisasi harus menganut azas-azas sebagai berikut: Organisasi
harus Fungsional; Pengelompokan satuan kerja harus menggambarkan
pembagian kerja; Organisasi harus mengatur pelimpahan wewenang dan
tanggungjawab; Organisasi harus mencerminkan rentangan control;
Organisasi harus mengandung satu kesatuan perintah; Organisasi harus
fleksibel dan seimbang.

Macam-macam Struktur Organisasi Struktur Organisasi pendidikan
yang pokok ada dua macam yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Di antara
kedua struktur tersebut terdapat beberapa struktur campuran yakni yang
lebih cenderung ke arah sentralisasi mutlak dan yang lebih mendekati
disentralisasi tetapi beberapa bagian masih diselenggarakan secara sentral.
Pada umumnya, struktur campuran inilah yang berlaku dikebanyakan
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negara dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi
bangsanya.

1. Struktur Sentralisasi

Di negara-negara yang organisasi pendidikannya di jalankan secara
sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada
suatu badan di pusat pemerintahan maka pemerintah daerah kurang sekali
atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun.
Segala sesuatu yang mengenai urusan-urusan pendidikan, dari menentukan
kebijakan (policy) dan perencanaan, penentuan struktur dan syarat-syarat
personel, urusan kepegawaian, sampai kepada penyelenggaraan bangunan-
bangunan sekolah, penentuan kurikulum, alat-alat pelajaran, soal-soal dan
penyelenggaraan ujian-ujian, dan sebagainya. Semuanya ditentukan dan
ditetapkan oleh dan dari pusat. Sedangkan bawahan dan sekolah-sekolah
hanya merupakan pelaksana-pelaksana pasif dan tradisional semata-mata.

Sesuai dengan sistem sentralisasi dalam organisasi pendidikan ini,
kepala sekolah dan guru-guru dalam kekuasaan dan tanggung jawabnya,
serta dalam prosedur-prosedur pelaksanaan tugasnya sangat dibatasi oleh
peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi dari pusat yang diterimanya
melalui hierarchi atasannya. Dalam sistem sentralisasi semacam ini, ciri-Ciri
pokok yang sangat menonjol adalah keharusan adanya uniformitas
(keseragaman) yang sempurna bagi seluruh daerah di lingkungan negara
itu. Keseragaman itu meliputi hampir semua kegiatan pendidikan, teutama
di sekolah-sekolah yang setingkat dan sejenis.

Adapun keburukan/keberatan yang prinsipal ialah :

a. Bahwa administrasi yang demikian cenderung kepada sifat-sifat otoriter
dan birokratis. Menyebabkan para pelaksana pendidikan, baik para
pengawas maupun kepala sekolah serta guru-guru menjadi orang-orang
yang pasif dan bekerja secara rutin dan tradisional belaka.

b. Organisasi dan administrasi berjalan sangat kaku dan seret, disebabkan
oleh garis-garis komunikasi antara sekolah dan pusat sangat panjang dan
berbelit-belit, sehingga kelancaran penyelesaian persoalan-persoalan
kurang dapat terjamin.

c. Karena terlalu banyak kekuasaan dan pengawasan sentral, timbul
penghalang-penghalang bagi inisiatif setempat, dan mengakibatkan
uniformalitas yang mekanis dalam administrasi pendidikan, yang
biasanya hanya mampu untuk sekedar hanya membawa hasil-hasil
pendidikan yang sedang atau sedikit saja.
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2. Struktur Desentralisasi

Di negara-negara yang organisasi pendidikannya di-desentralisasi,
pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung
jawab pemerintah daerah dan rakyat setempat. Penyelenggaraan dan
pengawasan sekolah-sekolah pun berada sepenuhnya dalam tangan
penguasa daerah. Kemudian pemerintah daerah membagi-bagikan lagi
kekuasaannya kepada daerah vyang lebih kecil lagi, seperti
kabupaten/kotapraja, distrik, kecamatan dan seterusnya dalam
penyelengaraan dan pembangunan sekolah, sesuai dengan kemampuan,
kondisi-kondisi, dan kebutuhan masing-msing.

Tiap daerah atau wilayah diberi otonomi yang sangat luas yang
meliputi penentuan anggaran biaya, rencana-rencana pendidikan,
penentuan personel/guru, gaji guru-guru pegawai sekolah, buku-buku
pelajaran, juga tentang pembangunan, pemakaian serta pemeliharaan
gedung sekolah. Dengan struktur organisasi pendidikan yang dijalankan
secara desentralisasi seperti ini, kepala sekolah tidak semata-mata
merupakan seorang guru kepala, tetapi seorang pemimpin, profesional
dengan tanggung jawab yang luas dan langsung terhadap hasil-hasil yang
dicapai oleh sekolahnya. la bertanggung jawab langsung terhadap
pemerintahan dan masyarakat awasan dan sosial-control yang langsung
dari pemerintahan dan masyarakat setempat. Hal ini disebabkan karena
kepala sekolah dan guru-guru adalah petugas-petugas atau karyawan-
karyawan pendidik yang dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh
pemerintah daerah setempat. Tentu saja, sistem desentralisasi yang ekstrim
seperti ini ada kebaikan dan keburukannya.

Beberapa kebaikan yang mungkin terjadiialah:

a. Pendidkan dan pengajaran dapat disesuaikan dengan memenubhi
kebutuhan masyarakat setempat.

b. Kemungkinan adanya persaingan yang sehat diantara daerah atau
wilayah sehingga masing-masing berlomba-lomba untuk
menyelenggarakan sekolah dan pendidikan yang baik.

c. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas-petugas pendidikan yang lain
akan bekerja dengan baik dan bersungguh-sungguh karena dibiayai dan
dijamin hidupnya oleh pemerintah da masyarakat setempat.

Adapun keburukannya adalah sebagai berikut:

a. Karena otonomi yang sangat luas, kemungkinan program pendidikan
diseluruh negara akan berbeda-beda. Hal ini akan menimbulkan
perpecahan bangsa.

b. Hasil pendidikan dan pengajaran tiap-tiap daerah atau wilayah sangat
berbeda-beda, baik mutu, sifat maupun jenisnya, sehngga menyulitkan
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bagi pribadi murid dalam mempraktekkan pengetahuan atau
kecakapannya dikemudian hari di dalam masyarakat yang lebih luas.

c. Kepala sekolah, guru-guru, dan petugas pendidikan lainnya cenderung
untuk menjadi karyawan-karyawan yang materialistis, sedangkan tugas
dan kewajiban guru pada umumnya lain dari pada karyawan-karyawan
yang bukan guru.

d. Penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan yang diserahkan kepada
daerah atau wilayah itu mungkin akan sangat memberatkan beban
mayarakat setempat. (Ngalim Purwanto, 1991:26-27)

D. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ORGANISASI
PENDIDIKAN

Setelah mengetahui struktur sekolah seperti apa, maka sebaiknya kita
juga harus tahu apa saja wewenang dan tanggung jawab sekolah. Sebelum
itu kita lihat pengertian dari wewenang dan tanggung jawab itu sendiri.
Wewenang (Authority) merupakan syaraf yang berfungsi sebagai penggerak
dari pada kegiatan-kegiatan. Wewenang yang bersifat informal, untuk
mendapatkan kerjasama yang baik dengan bawahan. Disamping itu
wewenang juga tergantung pada kemampuan ilmu pengetahuan,
pengalaman dan kepemimpinan. Wewenang berfungsi untuk menjalankan
kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi. Wewenang dapat diartikan
sebagai hak untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu agar tujuan dapat tercapai. T. Hani Handoko membagi
wewenang dalam dua sumber, yaitu teori formal {(pandangan klasik) dan
teori penerimaan. Wewenang formal merupakan wewenang pemberian
atau pelimpahan dari orang lain.

Wewenang ini berasal dari tingkat masyarakat yang sangat tinggi dan
secara hukum diturunkan dari tingkat ke tingkat. Berdasarkan teori
penerimaan (acceptance theory of authority) wewenang timbul hanya bila hal
diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut
dijalankan dan ini tidak tergantung pada penerima (reciver). Chester Bamard
mengatakan bahwa seseorang bersedia menerima komunikasi yang bersifat
kewenangan bila memenuhi: 1. Memahami komunikasi tersebut, 2. Tidak
menyimpang dari tujuan organisasi, 3. Mampu secara mental dan phisik
untuk mengikutinya.

Agar wewenang yang dimiliki oleh seseorang dapat di taati oleh
bawahan maka diperlukan adanya:

1. Kekuasaan (power) yaitu kemampuan untuk melakukan hak tersebut,
dengan cara mempengaruhi individu, kelompok, keputusan. Menurut
jenisnya kekuasaan dibagi menjadi dua yaitu:
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a. Kekuasaan posisi (position power) yang didapat dari wewenang
formal, besarnya ini tergantung pada besarnya pendelegasian orang
yang menduduki posisi tersebut.

b. Kekuasaan pribadi (personal power) berasal dari para pengikut dan
didasarkan pada seberapa besar para pengikut mengagumi, respek
dan merasa terikat pada pimpinan. Macam-macam kekuasaan: 1)
Kekuasaan balas jasa (reward power) berupa uang, suaka,
perkembangan karier dan sebagainya yang diberikan untuk
melaksanakan perintah atau persyaratan lainnya; 2) Kekuasaan
paksaan (Coercive power) berasal dari apa yang dirasakan oleh
seseorang bahwa hukuman (dipecat, ditegur, dan sebagainya) akan
diterima bila tidak melakukan perintah; 3) Kekuasaan sah (legitimate
power) berkembang dari nilai-nilai intern karena seseorang tersebut
telah diangkat sebagai pemimpinnya.

2. Kekuasaan pengendalian informasi (control of information power) berasal
dari pengetahuan yang tidak dipercaya orang lain, ini dilakukan dengan
pemberian atau penahanan informasi yang dibutuhkan.

3. Kekuasaan panutan (referent power) didasarkan atas identifikasi orang
dengan pimpinan dan menjadikannya sebagai panutan.

4. Kekuasaan ahli (expert power) yaitu keahlian atau ilmu pengetahuan
seseorang dalam bidangnya.

Tanggung jawab dan akuntabilitas tanggung jawab (responsibility)
yaitu kewajiban untuk melakukan sesuatu yang timbul bila seorang
bawahan menerima wewenang dari atasannya. Akuntabilitas vyaitu
permintaan pertanggung jawaban atas pemenuhan tanggung jawab yang
dilimpahkan kepadanya. Yang penting untuk diperhatikan bahwa
wewenang yang diberikan harus sama dengan besarnya tanggung jawab
yang akan diberikan dan diberikan kebebasan dalam menentukan
keputusan-keputusan yang akan diambil.

Pengaruh (influence) yaitu transaksi dimana seseorang dibujuk oleh
orang lain untuk melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan harapan
orang yang mempengaruhi. Pengaruh dapat timbul karena status jabatan,
kekuasaan dan menghukum, pemilikan informasi lengkap juga penguasaan
saluran komunikasi yang lebih baik. Setelah melihat pengertian wewenang
dan tanggung jawab tersebut, dapat disimpulkan bahwa wewenang dan
tanggung jawab sekolah adalah hak dari organisasi pendidikan untuk
memerintah  orang lain  untuk  melakukan  sesuatu disertai
pertanggungjawaban dari organisasi pendidikan dalam mengambil
keputusan agar tujuan dapat tercapai.
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E. ORGANISASI SEKOLAH

Secara umum, organisasi diartikan sebagai memberi struktur atau
susunan dalam penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerja
sama, dengan maksud menempatkan hubungan antara orang-orang dalam
kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing. Hal
tersebut dimaksudkan agar tersusun suatu pola kegiatan untuk menuju ke
arah tercapainya tujuan bersama. Suryosubroto berpendapat bahwa
organisasi adalah aktivitas dalam membagi-bagi kerja, menggolong-
golongkan jenis pekerjaan, memberi wewenang, menetapkan saluran
perintah dan tanggung jawab kepada para pelaksana.

Organisasi sekolah sudah seharusnya mempunyai organisasi yang
baik agar tujuan pendidikan tercapai sepenuhnya. Seperti diketahui, unsur
personal di dalam lingkungan sekolah adalah kepala sekolah, guru, karyawan
dan murid. Disamping itu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal ada di
bawah instansi atasan, baik itu kantor dinas atau kantor wilayah departemen
yang bersangkutan. Di Indonesia, kepala sekolah adalah jabatan tertinggi di
sekolah itu, sehingga ia berperan sebagai pemimpin sekolah dan dalam
struktur organisasi sekolah ia dudukkan pada tempat paling atas.

Dalam penyelenggaran organisasi sekolah, hendaknya tugas-tugas
dan tanggung jawab untuk mencapai tujuannya dibagi secara merata
dengan baik sesuai dengan kemampuan, fungsi dan wewenang yang telah
ditentukan. Melalui struktur organisasi yang ada tersebut, orang akan
mengetahui apa tugas kepala sekolah, apa tugas guru, apa tugas karyawan
(Tata Usaha). Dengan organisasi yang baik dapat dihindari tindakan kepala
yang menunjukkan kekuasaan yang berlebihan (otoriter), suasana kerja
dapat lebih berjiwa demokratis karena timbulnya partisipasi aktif dari semua
pihak yang bertanggung jawab.

Dalam mengelola sistem pendidikan diperlukan berbagai
penguasaan ilmu serta ketrampilan, antara lain:

1. Perencanaan, yang dimaksud ialah perencanaan mikro (sekolah) maupun
perencanaan masyarakat sekitar sampai kepada perencanaan
pembangunan daerah dalam kaitan dengan otonomi daerah.

2. Pengorganisasian, hal ini diperlukan pengetahuan mengenai organisasi
dan teori-teori organisasi serta bentuk-bentuk dan mekanisme serta
kinerja masing-masing organisasi.

3. Aktualisasi. Dalam hal ini diperlukan konsep-konsep mengenai
manajemen, teori-teori mengenai mobilisasi sumber-sumber yang
tersedia untuk mewujudkan suatu program atau suatu rencana kerja.

4. Pengawasan. Pengetahuan berbagai bentuk pengawasan untuk memilih
yang sesuai dengan kondisi serta tingkat perkembangan suatu

organisasi.
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5. Budget. Di sini diperlukan pengetahuan mengenai penyusunan RAPBS
maupun pada tingkat daerah dalam rangka kerja sama antar lembaga
pendidikan.

6. Administrasi pendidikan. Di dalam arti mikro diperlukan pengetahuan
mengenai administrasi pendidikan sekolah yang efektif antara lain
dengan menggunakan teknologi komunikasi, komputer yang akan
mempermudah tugas-tugas administrasi.

7. Pemantauan dan pelaporan. Di dalam kaitan ini dikembangkan Program
EMIS (Educational Management Information System) dalam lingkup
sekolah maupun lingkup daerah.

8. Evaluasi. Di dalam hal ini evaluasi perilaku dalam rangka pencapaian misi
yang telah ditetapkan.

F. PROSES BELAJAR MENGAJAR DAN PROBLEMATIKANYA

Dewasa ini masyarakat sering mempertanyakan kualitas pendidikan
yang tidak sebaik dulu. Padahal infrastruktur maupun suprastruktur
pendidikan sekarang ini boleh dibilang jauh lebih maju bila dibanding
zaman dulu. Pelatihan guru sering dilakukan, berbagai alat dan buku telah
tercukupi, namun ternyata tidak berpengaruh sama sekali. Hal tersebut
menimbulkan penilaian dari masyarakat antara biaya, tenaga dan waktu
yang dikeluarkan dengan dampak yang dihasilkan belum seimbang. Lalu
dimana letak kesalahannya? Mengapa input yang begitu banyak dan
berharga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap produk pendidikan?

Slamet mengatakan bahwa penyebab rendahnya kualitas pendidikan
adalah karena aspek pengelolaan atau manajemen. Secara internal hal
tersebut disebabkan oleh penerapan pendekatan input-output yang berliku.
Terlalu mengedepankan aspek input pada penyelesaian hampir semua kasus
pendidikan di sekolah. Seakan-akan mutu pendidikan akan meningkat
dengan sendirinya apabila sejumlah input ditambahkan. Misalnya
kekurangan guru, ditambah guru. Belum punya laboratorium, dibangun
laboratorium dan seterusnya. Ada satu faktor yang terlupakan, yaitu
bagaimana berbagai input tersebut dipertemukan dan berinteraksi di dalam
proses belajar mengajar. Ada kecenderungan, proses berinteraksinya
berbagai input tersebut disimplifikasikan sedemikian rupa. Seakan proses
belajar mengajar di depan kelas akan dengan sendirinya menjadi baik
apabila gurunya telah ditatar, kualifikasinya ditingkatkan dan peralatan yang
mendukung pada proses belajar mengajar telah dilengkapi.

Proses mengajar di kelas dapat dicermati dari dua sudut pandang.
Pertama menyatakan bahwa mengajar adalah proses mentransfer ilmu
pengetahuan dan ketrampilan kepada siswa. Proses mengajar tersebut telah
terpolakan sedemikian rupa sehingga banyak guru yang tidak melakukan
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persiapan-persiapan yang diperlukan. Kedua menyatakan bahwa proses
mengajar tidak lain adalah memotivasi siswa untuk belajar. Dalam kerangka
yang demikian, maka penumbuhan minat siswa menjadi kegiatan kunci
untuk mengantarkan siswa pada aktivitas belajar. Bila motivasi siswa telah
ditumbuhkan sedemikian rupa, maka guru adalah pamong semata. la
membimbing siswanya untuk mengenal lebih dalam, melalui tahapan-
tahapan untuk sampai pada hasil belajar.

Proses belajar dari sudut pandang siswa yang menjadi sasaran
kegiatan mengajar para guru adalah kegiatan aktif. Dan siswa akan aktif
belajar apabila dari dalam dirinya tumbuh minat untuk belajar. Hanya
dengan minat proses belajar akan menghasilkan sesuatu yang dapat diingat
atau dipraktikkan. Sering gagalnya proses belajar mengajar, menurut
Slamet, penyebabnya adalah aspek pengelolaan yang kurang profesional.
Baik pengelolaan kelas maupun pengelolaan sekolah. Kunci kelemahannya
terletak pada kurang profesionalnya guru dan kepala sekolah. Didukung
pula oleh frekuensi supervisi kelas yang relatif jarang, baik yang dilakukan
oleh kepala sekolah maupun pengawas.

Pemimpin merupakan inti dari manajemen, karena pemimpin
merupakan penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat (resources)
yang tersedia bagi suatu organisasi. Resourses ini digolongkan kepada dua
golongan besar yakni 1) Human Resources dan 2) Non Human Resources.
Tugas dasar pemimpin adalah membentuk dan memelihara lingkungan
dimana manusia bekerjasama dalam suatu kelompok yang terorganisir
dengan baik, menyelesaikan tugas mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kepemimpinan merupakan aktivitas manajerial yang penting di dalam
setiap organisasi khususnya dalam pengembalian kebijakan dan keputusan
sebagai inti dari kepemimpinan. Tidak semua orang dapat menjadi
pemimpin yang efektif dalam suatu organisasi.

Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang anggotanya dapat
merasakan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi, baik kebutuhan bekerja,
motivasi, rekreasi, kesehatan, sandang, pangan, tempat tinggal, maupun
kebutuhan lainnya yang pantas didapatkan. Pendek kata, semua kebutuhan
.anggota dalam organisasi terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu masing-
masing bagian harus bekerja maksimal sesuai dengan porsinya dan
menjalankan tugas sesuai dengan job masing-masing. Kepala Sekolah
mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan,
mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasikan seluruh kegiatan
pendidikan di sekolah. Mengatur proses belajar mengajar, mengatur
administrasi kantor. Agar kegiatan kepala sekolah dapat mencapai sasaran
secara optimal diperlukan adanya jadwal kerja kepala sekolah yang meliputi
kegiatan-kegiatan rutin harian, mingguan, bulanan, semesteran dan
tahunan. Guru mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan
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pengajaran di sekolah berdasarkan kurikulum vyang berlaku. Tata
Usaha/Karyawan, tugas tata usaha sekolah dikomandani oleh kepala unit
tata usaha dengan melaksanakan urusan ketatausahaan sekolah yang
meliputi kegiatan: penyusunan program tata usaha sekolah, penyusunan
keuangan sekolah, penyusunan kepegawaian, pembinaan dan
pengembangan karier pegawai tata usaha, penyusunan perlengkapan
sekolah, penyusunan dan pengajian data dan penyusunan laporan kegiatan
tata usaha sekolah.

Pengorganisasian di sekolah atau organisasi pendidikan adalah
keseluruhan proses untuk memilih orang-orang (guru dan personel sekolah
lainnya) serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menunjang
tugas dalam rangka mencapai tujuan sekolah, penetapan tugas, tanggung
jawab dan wewenang. Semua pekerjaan yang hendak dilakukan untuk
mencapai tujuan, harus diperinci, direncanakan, serta diatur dengan
sistematis. Tugas, kewajiban, hak dan tanggung jawab yang hendak
diserahkan kepada petugas atau pejabat yang bertanggung jawab, harus
dirinci sejelas-jelasnya dan harus pula benar-benar dapat mereka pahami.
Kepala sekolah sebagai administrator harus mengorganisasikan semua
sumber daya secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan, untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan tugasnya sehari-
hari, kepala sekolah dibantu oleh guru, pegawai tata usaha sekolah dan
pegawai lainnya yang ada di bawah pembinaannya. Kegiatan sekolah
meliputi semua kegiatan yang berkaitan langsung dengan pendidikan
sekolah. Dalam melaksanakan tugas, kepala sekolah dapat menunjuk
seorang atau beberapa orang guru yang diberi tugas untuk melaksanakan
suatu kegiatan sekolah. Kepala Sekolah bertanggung jawab sepenuhnya
terhadap pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya.

Berikut ini adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab dalam
organisasi pendidikan:

1. Kepala sekolah Wewenang dan Tanggung Jawab, antara lain:
a. Menjaga terlaksananya dan ketercapaian program kerja sekolah

b. Menjabarkan, melaksanakan dan mengembangkan Pembelajaran
Kurikulum/Program

c. Mengembangkan SDM

d. Melakukan pengawasan dan supervisi tenaga pendidik dan
kependidikan

e. Melakukan hubungan kerjasama dengan pihak luar

Merencanakan, mengelola dan mempertanggung jawabkan
keuangan

g. Mengangkat dan menetapkan personal struktur organisasi
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. Menetapkan Program Kerja Sekolah

Mengesahkan perubahan kebijakan mutu organisasi
Melegalisasi dokumen organisasi
Memutuskan mutasi siswa

Mengusulkan promosi dan mutasi pendidik dan tenaga kependidikan

. Menerbitkan dokumen yang dikeluarkan sekolah

Memberi pembinaan warga sekolah
Memberi penghargaan dan sanksi
Memberi penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan

2. Komite sekolah Wewenang dan Tangung jawab, antara lain:

a.
b.

Memberikan masukan terhadap kebijakan mutu pendidikan

Mengawasi kebijakan sekolah.

3. Kepala Tata usaha Wewenang dan tanggung jawab tata usaha, antara
lain:

a.

Se mo a0 T

Menyusun dan melaksanakan program tata usaha sekolah.
Menyusun dan melaksanakan kegiatan keuangan sekolah.
Mengurus administrasi kepegawaian.

Mengurus administrasi kesiswaan.

Menyusun administrasi perlengkapan sekolah.

Menyusun dan menyajikan data statistik sekolah.
Menyusun administrasi lainnya.

Melaporkan semua tugas dan tanggung jawabnya kepada kepala
sekolah secara berkala.

4. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Wewenang dan tanggung
jawab, antara lain:

a.
b.

S@ ™0 o o0

Menyusun program kerja bidang Kurikulum/Program

Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan Kurikulum/
Program

Memantau pelaksanaan Pembelajaran
Menyelenggarakan rapat koordinasi Kurikulum
Mengkoordinasikan pengelolaan perpustakaan
Mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi pembelajaran
Menyusun kalender pendidikan dan jadwal pembelajaran
Melaporkan hasil pelaksanaan Pembelajaran
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i. Mengusulkan tugas mengajar pada masing-masing guru
j.  Menghitung dan melaporkan jam mengajar guru
k. Merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan

I. Memeriksa, menyetujui rencana pembelajaran tiap program
Pembelajaran

m. Memverifikasi Kurikulum

n. Merencanakan dan melaksanakan bimbingan belajar dan try out kelas
3

5. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Wewenang dan tanggung
jawab, antara lain:

a. Mengkoordinasikan PSB (Penerimaan Siswa Baru)

b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Masa Orientasi peserta didik (MOS)
¢. Mengkoordinasikan pemilihan kepengurusan dan diklat OSIS
d

. Mengkoordinasikan penjaringan dan pendistribusian semua bentuk
beasiswa

e. Mengkoordinasikan pelaksanaan 4 K (ketertiban, kedisiplinan,
keamanan, dan kekeluargaan)

f. Membina program kegiatan OSIS
g. Memeriksa dan menyetujui rencana kerja pengurus Osis

h. Melakukan tindakan terhadap siswa terkait pelanggaran tata tertib
siswa

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lomba
j.  Mengkoordinasikan ekstrakurikuler
k. Mengkoordinasikan peringatan hari-hari besar
6. Ketua program keahlian Wewenang dan tanggung jawab, antara lain:
a. Mengkoordinasikan tugas guru dalam pembelajaran
Mengkoordinasikan pengembangan bahan ajar
Memetakan kebutuhan sumber daya untuk pembelajaran
Memetakan dunia industri yang relevan
Mengkoordinasikan program praktik kerja industri
Melaksanakan ujian produktif

Menginventarisasi fasilitas pembelajaran program keahlian
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Melaporkan ketercapaian program kerja

i. Melakukan langkah-langkah efisien dan efektif guna kelancaran
pembelajaran di program keahlian

\ Profesi Kependidikan |




j.  Memberi masukan penilaian kinerja pendidik

~

Memberi sanksi kepada siswa yang melanggar tata tertib.

Mengusulkan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan
m. Mengusulkan kebutuhan bahan dan peralatan pembelajaran
n.

Mengusulkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
program keahlian

7. Guru Wewenang dan tanggung jawab, antara lain:

a. Mengetahui tugas pokoknya sendiri yaitu memberikan pelajaran
sesuai dengan bidang studi

b. Mengevaluasi hasil pekerjaannya.
c. Mewakili kepala sekolah dan orang tua siswa di kelas.

d. Mengetahui tugas-tugas yang diberikan kepada siswa dan memeriksa
hasil tugas itu untuk dinilai.

e. Memperhatikan kelakuan dan kerajinan siswa sebagai bahan laporan
kepada kepala sekolah, wali kelas, dan guru BP.

f. Memecahkan masalah-masalah pelajaran yang dihadapi siswa untuk
memberikan bimbingan pelajaran kepada siswa yang cerdas, siswa
yang kurang cerdas, dan siswa yang membandel.

g. Memperhatikan hasil ulangan UAMBN, US dan UN, dan mengisi daftar
nilai siswa.

h. Melaporkan kepada kepala sekolah tentang hasil kerjanya.
8. Siswa Wewenang dan tanggung jawab, antara lain:
a. Menuntut ilmu sebaik-baiknya
b. Mempertanggung jawabkan hasil pembelajarannya
c. Mematuhi peraturan yang sudah di tetapkan oleh pihak sekolah

G. PENDEKATAN-PENDEKATAN ORGANISASI PENDIDIKAN
1. Peningkatan Mutu Pendidikan

Menurut Mulyani A. Nurhadi ketika menyampaikan makalahnya pada
seminar nasional Peningkatan Kualitas Pendidikan (2005) dengan mengutip
hasil penelitian yang dilakukan David Chapman dan Don Adam terhadap 19
penelitian oleh Simon dan Alexander terhadap 11 penelitian diberbagai
negara serta Woessman menunjukkan berbagai faktor yang mempengaruhi
mutu hasil pendidikan secara signifikan. Rangkuman hasil penelitian itu
dapat digambarkan sebagai berikut:
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Komponen Faktor Kunci
a. Guru/tenaga pendidik
- lama mengajar di kelas
- lamanya persiapan mengajar
- pemilihan metode mengajar
- memberikan pekerjaan rumah
- pengalaman
- tingkat pendidikan
b. Buku
- digunakan untuk belajar
- jumlah jam membaca di rumah
- digunakan untuk pekerjaan rumah
- penggunaan lembar kerja
¢. Laboratorium
- efektivitas penggunaan laboratorium
d. Manajemen
- kreasi meningkatkan akuntabilitas
- kreasi mengoptimalkan sumber daya
- membagi informasi
- pemberdayaan dan komitmen
- mobilisasi masyarakat
- struktur organisasi yang mendukung
- kepemimpinan sekolah

Melalui hasil penelitian tersebut kita selayaknya membangun
pendidikan untuk mencerdaskan dan memberadapkan bangsa sesuai arah
pembangunan nasional untuk mentransformasikan peradaban Indonesia
agraris menuju peradaban industrial yang canggih, elok, dan unggul.

2. Perencanaan Pembangunan Pendidikan

Menurut Beeby (dalam Jusuf Enoch, 1992), bahwa perencanaan
pendidikan adalah suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal
menentukan kebijaksanaan, prioritas dan biya pendidikan dengan
mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada dalam bidang
ekonomi, sosial, dan politik untuk pengembangan potensi sistem
pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang
dilayani oleh sistem tersebut.
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Permasalahan yang dihadapi pendidikan nasional kita pada umumnya
sebagai berikut:

Tingkat pendidikan rendah

Dinamika struktur penduduk belum terakomodasi
Kesenjangan tingkat pendidikan

Fasilitas pendidikan belum memadai

Kualitas pendidikan rendah

Manajemen belum efektif, efisien, dan akuntabel

@ " r® o n T p

Anggaran rendah

Bila demikian halnya permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan,
maka kebijakan yang ditempuh dalam merencanakan pendidikan harus
dapat mewujudkan 3 (tiga) program kegiatan yaitu:

a. Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar
b. Peningkatan mutu dan relevansi

c. Governance dan akuntabilitas

H. PENTINGNYA ORGANISASI PENDIDIKAN

Organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau
susunan yakni dalam penyusunan/ penempatan orang-orang dalam suatu
kelompok kerja sama, dengan maksud menempatkan hubungan antara
orang-orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab
masing-masing. Penentuan struktur, hubungan tugas dan tanggung jawab
itu dimaksudkan agar tersusun suatu pola kegiatan untuk menuju ke arah
tercapainya tujuan bersama.

Organisasi pendidikan yang baik menghendaki agar tugas-tugas dan
tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk
mencapai tujuannya dibagi secara merata dengan baik sesuai dengan
kemampuan dan wewenang yang telah ditentukan. Sekolah sebagai
lembaga pendidikan sesudah semestinya mempunyai organisasi yang baik
agar tujuan pendidikan formal ini tercapai sepenuhnya. Kita mengetahui
unsur personal di dalam lingkungan sekolah adalah, kepala sekolah, guru,
karyawan, dan murid.

Di samping itu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal ada di
bawah instansi atasan baik itu kantor dinas atau kantor wilayah departemen
yang bersangkutan. Di negara kita, kepala sekolah adalah jabatan tertinggi
di sekolah itu, sehingga ia berperan sebagai pemimpin sekolah dan dalam
struktur organisasi pendidikan ia didudukkan pada tempat paling atas.
Melalui struktur organisasi yang ada tersebut orang akan mengetahui apa

| Profesi Kependidikan /




tugas dan wewenang kepala sekolah, apa tugas guru, apa tugas karyawan
sekolah (yang biasa dikenal sebagai pengawai tata usaha).

perpustakaan, bagian kepramukaan, dan lain-

sekolah yang menunjukkan kekuasaan yang berlebihan (otoriter). Suasana
kerja dapat lebih berjiwa demokratis karena timbulnya partisipasi aktif dari
semua pihak yang bertanggung jawab. Partisipasi aktif yang mendidik
(pedagogis) dapat digiatkan melalui kegairahan murid sendiri yang bergerak
dengan wadah OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah). Oleh karena itu di
dalam memikirkan pembentukan organisasi pendidikan, maka fungsi dan
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bimbingan penyuluhan). Masih banyak bidang-bidang lain yang ditangani
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